
5. Peraturan ...

a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat 2
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Nornor 7
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemusnahan Barang
MilikDaerah;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penghapusan Barang MilikDaerah.

1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 Tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5533);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor1076);
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15. Kartu ...

adalah
fungsi
pejabat

adalah pejabat yang
jawab menetapkan
serta melakukan

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering llir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

6. Sebagai pengelola barang milik daerah.Barang Milik
Daerah yang adalah semua barang milik Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

8. Pengelola Barang Milik Daerah
berwenang dan bertanggung
kebijakan dan pedoman
pengelolaan Barang Milik Daerah.

9. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
kepala perangkat daerah yang mempunyai
pengelolaan Barang Milik Daerah selaku
pengelola keuangan daerah.

10. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik
Daerah.

11. Pihak Lain adalah pihak selain pemerintah daerah.
12. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Ogan

Komering llir.
13. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati

Ogan Komering Ilir.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan

pend atan , pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
Barang Milik Daerah.

Pasal 1

BABI

KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPENGHAPUSAN
BARANGMILlKDAERAH

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 12, Tarnbahan Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 32);
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28. Barang ...

:.

... 15.Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disebut KIB
adalah kartu untukmencatat barang-barang inventaris
secara tersendiri atau kumpulan kolektif dilengkapi
data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai harga dan
data lainnya mengenai barang tersebut, yang diperlukan
untuk inventarisasi maupun tujuan lainnya, serta
dipergunakan selama barang tersebut belum
dihapuskan.

16. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya ctisebut
KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang yang
ada dalam suatu ruangan.

17.Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis
dan adrninistrasi yang diperoleh dari catatan Kartu
lnventaris Barang (KIB) sebagai hasil inventarisasi di
tiap-tiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan serentak
pada waktu terten tu.

18. Buku lnduk Inventaris merupakan kompilasr/ gabungan
dari Buku Inventaris.

19. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang
merupakan bukti kepemilikan atas Barang MilikDaerah.

20. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang
memuat data keseluruhan Barang Milik Daerah.

21. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat
data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing
masing Pengguna Barang MilikDaerah.

22. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang
memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki setiap
Kuasa Pengguna Barang MilikDaerah.

23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang MilikDaerah dalam mengelola dan
menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
daerah danl atau optimalisasi Barang Milik Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan.

25. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang
Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna
Barang Milik Daerah, dan / atau Kuasa Pengguna
Barang Milik Daerah dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

26. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/ atau kegunaan Barang MilikDaerah.

27. Barang yang akan dihapuskan adalah Barang Milik
Daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk
dihapuskan sebagai Barang Milik Daerah, yang telah
diusulkan oleh Pengelola dan Pengguna Barang Milik
Daerah.

i
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a. penghapusan ...

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

Pasal2

Urnum

Bagian Kesatu

BAB II

RUANG LINGKUP

28. Barang yang telah dihapuskan adalah Barang Milik
Daerah yang telah memiliki kepastian dengan telah
diterbitkannya keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan Pengelola Barang Milik Daerah,
Pengguna Barang Milik Daerah danj atau Kuasa
Pengguna Barang Milik Daerah dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah.

30. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah kepada pillak Urin dengan rnenerUna
penggantian dalam bentuk uang.

31. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah yang dilakukan antara
pernerintah daerah dengan pemerintah pusat,
antara pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupatenjkota lain atau antara pemerintah daerah
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai
seimbang.

32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah dari pernerintah pusat kepada pemerintah
daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, pernerintah provinsi, atau pemerintah
kabupatenjkota lain, atau dari pemerintah daerah
kepada pihak lain, tanpa rnernperoleh penggantian.

33. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modaljsaham daerah pada
badan usaha rnilik negara, badan usaha milik daerah,
atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

34. Penilai adalah pihak yang rnelakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dirnilikinya.

35. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat
dan Penilai Pemerintah Daerah.

36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk
mernberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian
berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.

37. Nilai barang adalah estimasi sejurnlah uang yang
diperoleh dari hasil penukaran suatu Barang Milik
Daerah pada tanggal penilaian.

"
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(2) Sebab ...

(1)Sarang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/ atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

a. penyerahan barang milik daerah;
b. pengalihan status penggunaan barang milik

daerah;
c. pemindahtanganan atas barang milik;
d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya;

e. menjalankan ketentuan Peraturan perundang
undangan;

f. pemusnahan; atau
g. sebab lain.

Pasal4

(I) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dalam hal
barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengguna Barang dan Iatau Kuasa
Pengguna Barang.

(2)Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal
barang milik daerah sudah tidak berada dalam
penguasaan PengelolaBarang.

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan
dalam hal terjadi penghapusan sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
c. menjalankan ketentuan undang-undang;
d. pemusnahan; atau
e. sebab lain.

Pasal3

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna
dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;

b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan

c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
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(2)Penghapusan ...

(l)Penghapusan karena penyerahan barang milik
daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa PenggunaBarang.

BagianKedua

Pelaksanaan Penghapusan BarangMilikDaerah

Pada PenggunaBarang Dan/AtauKuasa Pengguna Barang

Pasal6

(I)Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang
dilakukan dengan menerbitkan keputusan
penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(2)Penghapusansebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang
dilakukan dengan menerbitkan keputusan
penghapusan olehBupati.

(3)Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan
penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan
karena:

a. pengalihan status penggunaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa14ayat (1) hurufb;

b. pemindahtanganan;atau
c. pemusnahan.

(4)Supati dapat mendelegasikan persetujuan
penghapusan barang milik daerah berupa barang
persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar
Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna.

(5)Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilaporkan kepada Bupati.

Pasal5

(2)Sebablain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g
merupakan sebab-sebab yang secara normal
dipertimbangkan wajar menjadi penyebab
penghapusan, seperti, hilang karena kecurian,
terbakar, susut, menguap.rnencair.kadaluwarsa,
mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force
majeure).
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a. keputusan ...

(1)Penghapusan karena pengalihan status penggunaan
barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b
dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang.

(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3)Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)pengalihan
status penggunaan barang milik daerah.

(4)PenggunaBarang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan:

Pasal8

(1 )Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari
penyerahan barang milik daerah kepada Bupati
harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan
Laporan Tahunan Pengguna Barang darr/atau Kuasa
PenggunaBarang,

(2)Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna
Barang kepada Bupati harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 7

(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milikdaerah.

(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama I (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola
Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)
penyerahan kepada Bupati.

(4)Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati, dengan melampirkan:
a. Keputusan penghapusan; dan
b. BeritaAcaraSerah Terima(BAST)penyerahan kepada
Bupati.

(5)Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),PengelolaBarang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milikdaerah pada daftar
barang milikdaerah.

i
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c. berita ...

(I)Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf c dilakukan oleh Pengguna SarangjKuasa
Pengguna Barang.

(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang milik daerah.

(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 1 ( satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola
Barang sejak tanggal Serita Acara Serah Terima
(BAST).

(4)Keputusan penghapusan barang milik daerah karena
pemindahtanganan atas barang milik daerah
disampaikan kepada Pengguna Barang disertai dengan:

a. risalah Lelang dan Berita Acara Serah
Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
penjualan tanpa le1ang, tukar menukar , dan
penyertaan modal pemerintah daerah; dan

Pasa110

{l)Perubahan Oaftar Barang Pengguna danjatau Oaftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dan pengalihan
status penggunaan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan 1aporan
tahunan Pengguna Barang danjatau Kuasa Pengguna
Barang.

(2)Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat
dari pengalihan status penggunaan barang milik
daerah harus dicantumkan dalam laporan barang
milik daerah semesteran dan laporan tahunan.

Pasa19

(5)Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar
barang milik daerah.

b. keputusan penghapusan; dan
c. berita Acara Serah Terima (BAST)pengaliban status

penggunaan barang milik daerah.
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b. foto ...

(1 )Penghapu san karen a adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2)Pengguna Barang mengajukan permohonan
penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola
Barang paling sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, diantaranya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jenis,identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dari/atau nilai perolehan.

(3)Permohonan pengbapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
dilengkapidengan:

a. salinarr/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan

Pasal 12

(1)Perubahan Daftar Barang Pengguna dari/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari
penghapusan karena pemindahtanganan harus
dicantumkan dalarn laporan barang Pengguna/Iaporan
barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan
Pengguna Barang danj'atau Kuasa Pengguna Barang.

(2)Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari penghapusan karena pemindahtanganan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporantahunan.

Pasal 11

c. berita Acara Serah Teri.rna dan naskah hibah,
dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalarn
bentuk hibah.

(5)Pengguna Barang rnenyampaikan laporan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati
dengan melampirkan:

a. Keputusan Penghapusan; dan
b. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan

Naskah Hibah.

(6)Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

-9-

i



j. kewajiban ...

(1)Apabilapennohonan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak
disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang
memberitahukan pada PenggunaBarang disertai dengan
alasan.

(2)Apabila pennohonan penghapusan barang milik
daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat
persetujuan penghapusan barang milikdaerah.

(3)Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) memuat data
barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, diantaranya meliputi:

a. kodebarang;
b. koderegister;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasi/Identitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan; dan

Pasal 13

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen
setara.

(4)Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
pennohonan penghapusan barang milik daerah dari
PenggunaBarang sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

(5)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap lSI putusan pengadilan

terkait barang milik daerah sebagai objek putusan
pengadilanyang telah memperolehkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
dan;

c. penelitian lapangan on site visi,jika diperlukan.
(6)Penelitianlapangan sebagaimana dirnaksud pada ayat

(5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian
antara barang milik daerah yang menjadi objekputusan
pengadilan dengan barang milik daerah yang
menjadi objekpennohonan penghapusan.

(7)Serdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan
permohonanpersetujuan kepada Bupati.

-10 -



Pasal17 ....

(l)Perubahan Daftar Barang Pengguna danyatau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengguna Barang danIatau
KuasaPenggunaBarang.

(2)Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesterandan laporan tahunan.

Pasal16

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Pasal 13 dan Pasal 14 hanya dilakukan karena adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal1S

(l)Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2), PengelolaBarang menerbitkan
keputusan penghapusan barang.

(2)Keputusan penghapusan sebagaimana ditnaksud pada
ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/ Kuasa
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang
milik daerah dari Daftar Barang Pengguna danl atau
Daftar Barang KuasaPengguna.

(3)Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak
tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah
dari Bupati.

(4)Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
barangmilik daerah.

(5)Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
MilikDaerah.

Pasal14

J. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui
PengelolaBarang.
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(4) Keputusan ...

(I)Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Bupati menerbitkan
surat persetujuan penghapusan.

(2}Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi

tahun perolehan, kode barang, kode register,

nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis,

kondisi, jumlah, nilai buku.dau/ atau nilai

perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(3)Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang
melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Pengguna Barang dan/ atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan
Pengelola Barang.

Pasal 18

(1)Penghapusan karena melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan
pennohonan penghapusan barang milik daerah oleh
Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan

untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register.nama barang, jenis, identitas, kondisi,
lokasi, nilai buku, dan/ atau nilai perolehan.

(3)Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
pennohonan penghapusan barang milik daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

(4}Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Bupati.

Pasal17
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(5) Berdasarkan ...

(I)Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
pada Pengguna 8arang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa PenggunaBarang.

(2)Penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dilakukan setelah Pengelola
8arang menerbitkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.

(3)Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Pengelola 8arang paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggalberita acara pemusnahan.

(4)Pengguna Barang menyampaikan laporan
penghapusan disampaikan kepadaBupati dengan
melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal21

(I)Perubahan Oaftar 8arang Pengguna danj'atau Oaftar
8arang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan Peraturan perundang
undangan harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang
dan/ atau Kuasa Pengguna8arang.

(2)Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai
akibat dari melaksanakan ketentuan Peraturan
perundang undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal20

(l)PenggunaBarangmelaporkan penghapusan barang milik
daerah kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan
penghapusan yang dikeluarkan oleh PengelolaBarang
sebagaimanadimaksud dalam Pasal18 ayat (4).

(2)Serdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang rnilik daerah dari Oaftar
8arang MilikOaerah.

Pasal19

(4)Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling
lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak
tanggalpersetujuan Bupati.
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3. pemyataan ...

(l)Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan hilang karena kecurian sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari Kepolisian;dan
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya
memuat:
1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna;
2. pemyataan mengenai atas kebenaran

permohonan dan barang milik daerah
tersebut hilang karena kecurian serta tidak
dapat diketemukan; dan

Pasal24

(l)Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2)Pengguna Barang mengajukan permohonan
penghapusan barang milik daerah kepada Bupati
melalui PengelolaBarang yang sedikitnya memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan,
kode barang, kode register, nama barang,
jenis.identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/ atau
nilai perolehan.

(3)Permohonan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan
karena alasan:
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar.susut.menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati untukhewan/ikan/ tanaman; atau
c. keadaan kahar (forc€majeure].

Pasal23

(l)Perubahan Daftar Barang Pengguna dan /atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari
pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau
lruasa pengguna barang.

(2)Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal22

(5)Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang
Milik Daerah.
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c. penelitian ...

a. surat keterangan dari instansi yangberwenang:
1.mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure);
atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan
kahar (forcemajeure);dan

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadaan kahar (forcemajeure) dari Pengguna
BarangjKuasa PenggunaBarang.

Pasal25
(1)Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
permohonan penghapusanbarang milik daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3).

(2)Penelitiansebagaimanadimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan
permohonanpenghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode
barang, kode register,nama barang, tahun perolehan,
spesifikasijidentitas barang milik daerah,penetapan
status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang
milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan, nilai buku, danj atau nilai perolehan;
dan;

Barang;
b. pemyataan dari Pengguna BarangjKuasa

Pengguna Barang mengenai kebenaran
permohonanyang diajukan;

c. pemyataan dari Pengguna BarangjKuasa
Pengguna Barang bahwa barang milik daerah
telah terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati untuk
hewan j ikanj tanaman;dan

d. surat pernyataan sebagaimana dirnaksud pada
huruf clilampiri hasil laporan pemeriksaanj
penelitian.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah
dengan alasan keadaan kahariforce majeure)
sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf
c harus dilengkapi:

3. pemyataan apabila di kemudian hari
ditemukan bukti bahwab penghapusan
barang milik daerah dimaksud diakibatkan
adanya unsur kelalaian danjatau
kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakanj penanggungjawab barang milik
daerahjPengurus Barang tersebut, maka tidak
menutup kemungkinan kepada yang
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah
dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati untuk
hewanjikanjtanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3)huruf b harus dilengkapi:
a. identitas Pengguna BarangjKuasa Pengguna
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(3)perubahan ...

(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan
penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan
keputusan pengbapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (4).

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar
Barang Milik Daerah.

Pasal27

(l)Apabila permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang
melalui PengelolaBarang disertai dengan alasan.

(2)Apabila permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang
rnilik daerah.

(3)Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data
barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasiyidentitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai peroleban;
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan;dan

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan pengbapusan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PengelolaBarang menetapkan
keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal persetujuan.

(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang
milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau
Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan
Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Pasal26

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan
karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3)huruf b dan huruf c jika diperlukan.

(3)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),Pengelola Barang mengajukan
permohonan persetujuan kepada Bupati untuk
penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.
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(2)Penghapusan ...

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang
milik daerah kepada Pihak Lain sebagaimana.dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh
PengelolaBarang.

Pasal30

(I) Perubahan Daftar Barang Pengelolasebagai akibat dari
penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelolabarang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari penyerahan barang milik daerah kepada
Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal29

(I) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah
kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1)huruf a dilakukan oleh Pengelola
Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang milikdaerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud ayat (2)paling lambat 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita
Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada
PenggunaBarang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan
penghapusan kepada Bupati denganmelampirkan
keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah
Terima (BAST)penyerahan kepada Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),PengelolaBarang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada
DaftarBarangMilik Daerah.

Pasa!28

BagianKetiga
Pelaksanaan Penghapusan BarangMilik Daerah

Pada PengelolaBarang

(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna darr/ atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang darr/atau Kuasa
PenggunaBarang.

(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai
akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.
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a. salinan ...

(J) Penghapusan karen a adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh
PengelolaBarang.

(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan
penghapusan kepada Bupati paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun
perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
danl atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
dilengkapidengan:

Pasal32

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat
dari pemindah tanganan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan
tahunan PengelolaBarang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Oaerah sebagai akibat
dari pemindahtanganan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan barang milik daerah
semesteran dan tahunan.

Pasal31

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1
(satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita
Acara Serah Terima (BAST).

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan yang disertai dengan:
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah
Terima (BAST), apabila pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan
penyertaan modal pemerintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan
naskah hibah, apabila pemindahtanganan
dilakukan dalam bentuk hibah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Oaftar Barang
Milik Daerah.
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Pasal34 ...

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (7),Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang
melakukan penghapusan barang milik daerah dari
Daftar Barang Pengelola.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah
diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang rnilik daerah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
MilikDaerah.

Pasal33

a. salinarr/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/ disahkan oleh pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait
barang milik daerah sebagai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan (on site visi, jika
diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara
barang milik daerah yang menjadi objek
putusan pengadilan dengan barang milik daerah
yang menjadi objek permohonan penghapusan.

(6) Dalam hal pennohonan penghapusan barang milik daerah
tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada
PengelolaBarang disertai dengan alasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik
daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit
memuat:
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode
barang, kode register, nama barang, tahun
perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis,
kondisi, jumlah, nilai buku.dan Zatau nilai
perolehan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
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(2) Surat ...

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana
climaksud dala Pasal 36 ayat (4), Bupati menerbitkan surat
persetujuan penghapusan.

Pasal37

(1) Penghapusan barang milik daerah karena
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf e diawali dengan mengajukan perrnohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan

untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register,nama barang, jenis, identitas, kondisi,
lokasi, nilai buku darr/atau nilai perolehan.

(3) Bupati melakukan penelitian terhadap perrnohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan

terkait barang milik daerah; dan
c. penelitian lapangan (on site visit), jika

cliperlukan, guna memastikan kesesuaian antara
barang milik daerah yang menjacli objek
Peraturan perundang undangan dengan barang
milik daerah yang menjadi objek perrnohonan
penghapusan.

Pasal36

(l) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal35

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan
Pasal 33 hanya dilakukan karena adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Pasal34
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(4) Pengelola ...

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah 8upati
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
berdasarkan berita acara pemusnahan.

Pasal40

(2) Perubahan Oaftar 8arang Milik Oaerah sebagai akibat
dari melaksanakan ketentuan Peraturan perundang
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

:

(I) Perubahan Oaftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan Peraturan perundang undangan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan pengelolabarang.

Pasal39

(1) Pengelola 8arang menyampaikan laporan penghapusan
kepada 8upati dengan melampirkan keputusan
penghapusan.

(2) 8erdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar 8arang
MilikOaerah.

Pasal38

(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana climaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
kode barang, kode register, nama
barang,spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jurnlah,
nilai buku, darr/atau nilai perolehan dan;

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PengelolaBarang melakukan penghapusan
barang milik daerah dari Oaftar Pengelola Barang
berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)diterbitkan oleh Bupati paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
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3. Pernyataan...

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola
Barang.

(2) PengelolaBarang mengajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit
memuat:
a. pertirnbangandan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk
dihapuskan, yang diantaranya meliputi kode barang,
kode register, nama barang, nomor register,tahun
perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang,
lokasi, nilai buku.darr/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan
karena alasan:

a. hilang karena kecurian;

b. terbakar,susut,menguap,mencair,kadaluwarsa,
mati untuk hewarr/Ikany tanaman; darr/atau

c. keadaan kahar (forcemajeure).
(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan

alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)huruf a harus dilengkapi:
a. Surat Keterangandari Kepolisian;
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang paling
sedikitmemuat:
1.identitas PengelolaBarangdan;
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan
dan barang milikdaerah tersebut hilang karena
kecurian serta tidak dapat diketemukan;dan

Pasal42

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan pengelolabarang.

(2) Perubahan Daftar BarangMilikDaerah sebagai akibat dari
pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 41

(5) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)
dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
MilikDaerah.
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(2)Apabila...

(1) Apabilapermohonan penghapusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) tidak disetujui, Bupati
memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai
dengan alasan.

Pasal43

3. pernyataan apabila elikemudian hari ditemukan bukti
bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud
eliakibatkan adanya unsur kelalaian dan/ atau
kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakarr/penanggung jawab barang milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak
menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(5) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan terbakar, susut,menguap,mencair,kadaluwarsa,mati
untuk hewarr/Ikanytanaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)huruf b harus dilengkapi:
a. identitas PengelolaBarang;
b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai
kebenaran permohonan yang eliajukan;

c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah,
terbakar, susut, menguap, meneair, kadaluwarsa, mati
untuk hewari/tkan/tanaman: dan

d.surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilampirihasillaporan perneriksaarr/penelitian.

(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf c harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure);
atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan
kahar (force majeure);dan

b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadaan kahar (forcemajeure).

(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari PengelolaBarang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Penelitiansebagaimanadimaksud pada ayat (7) meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan
permohonanpenghapusan;

b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap
tahun perolehan, spesifikasi/fdentitas barang milik
daerah, penetapan status penggunaan,bukti
kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi denganbukti kepemilikan, nilai buku,
dan/ atau nilai perolehan;dan

c. penelitian fisik untuk perrnohonan penghapusan karena
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan
huruf cjika diperlukan.
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BAB IV...

(I) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan barang
milik daerah diatur dengan Keputusan Bupati yang
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

(2) Penghapusan Barang Milik Oaerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah
ditetapkan agar menyesuaikan dengan Peraturan
Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal45

(I) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang rnilikdaerah.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Oaerah.

(3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal44
•
I

(2) Apabila perrnohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan peoghapusan barang milik
daerah.

(3) Surat persetujuan penghapusan barang rnilik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data
barang milik daerah yang disetujui untuk
dihapuskan, yang paling sedikit meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
e. spesifikasijidentitas teknis;
f. kondisi barang;
g. jumlah;
h. nilai perolehan;
i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan; dan

j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan
penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang rnilik
daerah dari Oaftar Barang Pengelola berdasarkan
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).•
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BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR..B.~.

HUSIN

d.t.o

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 3\ DeSef0ber 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

d.t.o

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 3\ DeSef00er 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal46

BABIV


